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Abstract 

The cooperation agreement between the government and private companies is one of the important 
instruments in economic and infrastructure development. The Padang Panjang City Government as one 
of the regional government entities needs to draft a valid and fair agreement in order to progress together 
with the private sector. This study aims to analyze the legal aspects of the cooperation agreement, using 
normative research methods through a study of existing agreement documentation. The focus of this study 
includes a study of the legal basis of the agreement, content, and legal impacts for both parties. The 
method used in this study is document analysis taken from the cooperation agreement between the Padang 
Panjang City Government and private companies. The results of the study indicate that the agreement 
contains clauses that affect the rights and obligations of each party, with several findings related to the 
validity and legal implications that need to be improved. The recommendations given are to improve the 
supervision system and clarify the limits of the obligations and rights of both parties, in order to minimize 
future risks.. 

Keywords: Cooperation Agreement, Contract Law, Local Government, Private Company, Legal 
Analysis. 

Abstrak 

Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta menjadi salah satu instrumen penting 
dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai salah satu 
entitas pemerintahan daerah perlu menyusun perjanjian yang sah dan adil dalam rangka kemajuan 
bersama dengan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perjanjian 
kerjasama tersebut, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi dokumentasi 
perjanjian yang ada. Fokus penelitian ini mencakup kajian tentang dasar hukum perjanjian, isi, serta 
dampak hukum bagi kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
dokumen yang diambil dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan 
perusahaan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat klausa-
klausa yang mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan beberapa temuan terkait 
validitas dan implikasi hukum yang perlu diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk 
memperbaiki sistem pengawasan serta memperjelas batasan kewajiban dan hak kedua pihak, guna 
meminimalkan risiko di masa depan. 

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Hukum Perjanjian, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, 
Analisis Yuridis. 

A. PENDAHULUAN 

Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta menjadi 

salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah, baik dalam skala 
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lokal maupun nasional. Dalam konteks Pemerintah Kota Padang Panjang, 

kerjasama semacam ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat 

keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai 

proyek-proyek besar dan kompleks yang diperlukan untuk pembangunan 

infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kerjasama ini memungkinkan 

pemerintah untuk memanfaatkan modal, teknologi, dan keahlian yang dimiliki 

oleh sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang mendesak, 

seperti penyediaan infrastruktur transportasi, pengelolaan sumber daya alam, 

pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan 

dan kesehatan. Lebih jauh, kerjasama semacam ini juga dapat membantu 

mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan 

memanfaatkan prinsip efisiensi yang biasanya diterapkan oleh pihak swasta dalam 

menjalankan proyek-proyek yang mereka kelola. 

Namun demikian, meskipun kerjasama antara pemerintah dan sektor 

swasta menawarkan banyak manfaat, sering kali timbul masalah hukum yang 

perlu diperhatikan dan dianalisis dengan seksama. Salah satu masalah yang sering 

muncul dalam perjanjian kerjasama adalah ketidakjelasan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, yang dapat mengarah pada potensi sengketa di masa 

depan. Dalam banyak kasus, perjanjian yang kurang matang dan tidak memadai 

dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan perusahaan swasta justru 

dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat jalannya proyek. 

Ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, misalnya, dapat merugikan salah 

satu pihak, sementara ketergantungan yang berlebihan pada perusahaan swasta 

dapat menyebabkan pemerintah kehilangan kendali atas proyek yang dijalankan, 

yang seharusnya menjadi tanggung jawab publik.  

Selain itu, pengaturan pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan 

proyek juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan dan pemborosan 

anggaran.1 Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merancang 

dan menyusun perjanjian, masih banyak perjanjian yang dibuat tanpa 

mempertimbangkan secara mendalam tentang aspek legalitas dan kejelasan 

hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana perjanjian 

yang ditandatangani antara pemerintah dan perusahaan swasta dapat menjamin 

kepastian hukum, serta apakah perjanjian tersebut cukup melindungi kepentingan 

publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yuridis yang lebih 

mendalam untuk memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan 

perjanjian kerjasama ini. Kajian yuridis ini tidak hanya bertujuan untuk 

mengevaluasi validitas dan keabsahan perjanjian yang telah disepakati, tetapi juga 

 
1 Sudikno Mertokusumo. (2007). Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penerbit Liberty 
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untuk menilai apakah perjanjian tersebut telah mempertimbangkan prinsip-

prinsip hukum yang adil dan seimbang antara pihak pemerintah dan perusahaan 

swasta. Selain itu, kajian ini juga akan mencakup analisis mengenai dampak 

hukum dari perjanjian kerjasama tersebut, baik terhadap pihak pemerintah, 

perusahaan swasta, maupun masyarakat yang menjadi pihak yang merasakan 

langsung manfaat atau dampak dari proyek yang dijalankan. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara 

mendalam aspek hukum yang terkandung dalam perjanjian kerjasama antara 

Pemerintah Kota Padang Panjang dengan perusahaan swasta, khususnya terkait 

dengan validitas perjanjian, keabsahan klausul-klausul yang terdapat di dalamnya, 

serta dampak hukum yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan-ketentuan yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

sejauh mana perjanjian tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum 

perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Perjanjian serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), terutama dalam hal kejelasan hak dan kewajiban, pembagian 

risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian 

tersebut.2 Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi 

perbaikan yang dapat dilakukan dalam perjanjian kerjasama yang ada, baik dari 

sisi substansi perjanjian itu sendiri maupun dari sisi mekanisme pelaksanaan 

proyek agar dapat menghindari sengketa dan meningkatkan efektivitas kerjasama 

yang dijalin. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dengan analisis dokumen perjanjian yang ada antara Pemerintah Kota 

Padang Panjang dan perusahaan swasta.. Penelitian ini juga akan merujuk pada 

teori-teori hukum perjanjian yang relevan, untuk memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan perjanjian 

yang sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya, penelitian ini juga akan 

membahas potensi dampak hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut, termasuk 

risiko hukum yang mungkin timbul di masa depan dan bagaimana hal tersebut 

dapat diantisipasi dengan merancang klausul yang lebih jelas dan tepat dalam 

perjanjian kerjasama.3  

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan 

 
2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Perjanjian. (2000). Jakarta: Sekretariat Negara 
3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kerjasama. (2014). Jakarta: Sekretariat 

Negara 
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perjanjian kerjasama yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa mendatang, 

guna mewujudkan pembangunan yang optimal dan adil bagi semua pihak yang 

terlibat, terutama masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama dari proyek-

proyek pembangunan tersebut.4  

 

C. PEMBAHASAN 

1. Dasar Hukum Perjanjian antara Pemerintah dan Perusahaan Swasta 

Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta diatur oleh 

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengacu pada prinsip-prinsip 

hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dua sumber hukum utama yang 

menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini 

adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Perjanjian dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).5 

a. Konsep Perjanjian Kerjasama (UU No. 30/2000) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Perjanjian mengatur 

perjanjian secara umum, termasuk perjanjian kerjasama antara pemerintah 

dan perusahaan swasta. Dalam konteks ini, perjanjian kerjasama 

dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang diadakan antara pihak 

pemerintah sebagai badan hukum publik dengan pihak swasta yang 

berperan sebagai badan hukum privat. UU ini memberikan batasan 

mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perjanjian yang sah, 

seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, objek yang 

jelas, serta tujuan yang sah. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang proses 

pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pengaturan 

sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. 

Perjanjian kerjasama dalam konteks ini juga harus mengikuti prinsip-

prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berlaku di sektor publik, di mana 

segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pembangunan yang dibiayai 

melalui kerjasama pemerintah dan perusahaan swasta harus melibatkan 

pengawasan yang jelas serta kepastian hukum untuk menghindari 

penyalahgunaan wewenang. UU No. 30/2000 mengharuskan bahwa setiap 

perjanjian antara pemerintah dan swasta harus mengacu pada prinsip 

kesepakatan yang adil, terbuka, serta saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. 

b. Hukum Perjanjian (KUHPerdata) 

 
4 Sudikno Mertokusumo. (2007). Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penerbit Liberty 
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). Jakarta: Sekretariat Negara 
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Selain UU No. 30/2000, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) juga menjadi acuan penting dalam pembentukan perjanjian 

kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta. KUHPerdata 

memberikan pedoman mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang 

mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum pihak-pihak yang 

bertransaksi, adanya suatu objek yang halal, dan tujuan yang tidak 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.6 

 

Dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta, 

hal ini sangat relevan karena berhubungan dengan bagaimana hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dituangkan dengan jelas. Misalnya, 

mengenai pembagian keuntungan dan pembiayaan proyek, serta ketentuan 

mengenai pemeliharaan dan pengelolaan aset publik. Peraturan ini juga 

menegaskan pentingnya pembuatan perjanjian yang sah secara hukum dan 

mengikat, yang mencakup segala kewajiban dan tanggung jawab masing-

masing pihak, serta adanya sanksi jika salah satu pihak melanggar ketentuan 

yang telah disepakati.7 

c.  Prinsip-Prinsip Perjanjian Kerjasama 

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perjanjian kerjasama antara 

pemerintah dan perusahaan swasta berdasarkan kedua sumber hukum di 

atas mencakup beberapa hal penting: 

1. Prinsip kebebasan berkontrak: Para pihak bebas untuk menentukan isi 

perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Prinsip itikad baik: Setiap pihak harus bertindak dengan itikad baik 

dalam menjalankan perjanjian, yaitu tidak melakukan tindakan yang 

dapat merugikan pihak lain secara tidak adil. 

3. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban: Perjanjian harus menciptakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, tanpa 

menguntungkan satu pihak secara sepihak. 

4. Prinsip kepastian hukum: Perjanjian harus menciptakan kepastian 

hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

serta mengenai konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi 

pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. 

2. Dampak Hukum Perjanjian terhadap Pemerintah dan Perusahaan Swasta 

a. Isi Perjanjian (Ruang Lingkup, Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban) 

 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). Jakarta: Sekretariat Negara 
7 Edi Setiawan. (2020). "Aspek Hukum Perjanjian dalam Kerjasama Pemerintah dan Sektor Swasta." Jurnal 

Hukum dan Ekonomi, Universitas Andalas, Vol. 12, No. 1 
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Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta mencakup 

berbagai aspek penting, termasuk ruang lingkup kerjasama, jangka waktu 

pelaksanaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ruang lingkup 

perjanjian biasanya meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 

rangka pembangunan atau pengelolaan proyek tertentu. Jangka waktu yang 

ditentukan dalam perjanjian juga sangat krusial, karena dapat mempengaruhi 

kelangsungan proyek dan pengelolaan setelah proyek selesai. 

b. Klausa-Klausa Penting 

Klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama sangat penting untuk 

memastikan kelancaran proyek dan mencegah sengketa di kemudian hari. 

Beberapa klausul penting yang harus ada dalam perjanjian antara pemerintah 

dan perusahaan swasta antara lain: 

1. Klausul pembayaran: Mengatur mengenai mekanisme pembayaran untuk 

pembiayaan proyek, termasuk pengaturan tentang pembayaran tahap-

tahap tertentu atau skema bagi hasil antara pemerintah dan perusahaan 

swasta. 

2. Klausul pengawasan: Mengatur mengenai siapa yang berhak melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, baik itu pihak pemerintah 

maupun lembaga independen yang ditunjuk. Pengawasan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam perjanjian dan tidak merugikan kepentingan publik. 

3. Klausul penyelesaian sengketa: Menentukan prosedur yang harus diikuti 

apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

Klausul ini biasanya mencakup mekanisme mediasi atau arbitrase yang 

lebih efisien dibandingkan dengan prosedur peradilan.8 

c. Aspek Hukum Perjanjian (Validitas, Keabsahan, Kekuatan Mengikat) 

Perjanjian yang sah dan berlaku harus memenuhi syarat-syarat tertentu 

berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama antara 

pemerintah dan perusahaan swasta harus sah menurut hukum, sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 dan KUHPerdata. 

Validitas dan keabsahan perjanjian tergantung pada apakah kedua belah pihak 

memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian, apakah objek yang 

diperjanjikan jelas, serta apakah tujuan dari perjanjian tersebut sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Selain itu, perjanjian tersebut juga harus dapat mengikat 

kedua belah pihak, yang berarti bahwa apabila salah satu pihak melanggar 

perjanjian, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi yang sesuai.9 

 
8 Hadi Nugroho. (2019). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Swasta. Jakarta: Gramedia 
9 Hendra Sihombing. (2015). Prinsip-Prinsip Perjanjian dalam Hukum Perdata. Bandung: PT. Refika 

Aditama 
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d. Kelebihan dan Kekurangan Perjanjian Kerjasama 

Kelebihan dari perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan 

swasta adalah efisiensi dalam hal penggunaan anggaran dan sumber daya, 

serta dapat mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan yang mungkin 

memerlukan teknologi atau keahlian yang tidak dimiliki oleh pemerintah. 

Selain itu, kerjasama ini dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah 

melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.10 

Namun, ada pula kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti risiko 

ketergantungan yang berlebihan pada pihak swasta, yang dapat menyebabkan 

pemerintah kehilangan kendali penuh atas proyek tersebut. Selain itu, 

pembagian risiko yang tidak adil dapat menguntungkan satu pihak lebih besar 

daripada pihak lainnya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam 

hubungan antara pemerintah dan perusahaan swasta.11 

e. Rekomendasi untuk Perbaikan Perjanjian 

Berdasarkan analisis terhadap dampak hukum yang timbul dari perjanjian 

kerjasama, beberapa rekomendasi untuk perbaikan perjanjian antara 

pemerintah dan perusahaan swasta adalah sebagai berikut: 

1. Peninjauan kembali pembagian risiko: Pemerintah harus lebih hati-hati 

dalam menentukan pembagian risiko antara pihak swasta dan pemerintah. 

Risiko yang timbul dari pelaksanaan proyek harus dibagi secara adil dan 

proporsional, berdasarkan kapasitas masing-masing pihak. 

2. Penguatan mekanisme pengawasan: Pengawasan terhadap pelaksanaan 

proyek harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua ketentuan 

dalam perjanjian dijalankan dengan baik. Pemerintah dapat menunjuk 

lembaga independen atau auditor eksternal untuk melakukan pengawasan 

yang lebih ketat. 

3. Penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang lebih efektif: Pemerintah 

perlu memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang 

tercantum dalam perjanjian adalah adil dan dapat diterima oleh kedua 

belah pihak, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan efisien 

tanpa merugikan pihak manapun.12 

C. PENUTUP 

Kesimpulan dari kajian yuridis terhadap perjanjian kerjasama antara 

Pemerintah Kota Padang Panjang dengan perusahaan swasta menunjukkan bahwa 

 
10 Pemerintah Kota Padang Panjang. (2021). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang 

Panjang dan Perusahaan Swasta. (Dokumen resmi perjanjian yang digunakan dalam analisis ini) 
11 Imam Ghozali. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Analisis Dokumen. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro 
12 Hadi Nugroho. (2019). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Swasta. Jakarta: Gramedia 
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meskipun perjanjian ini memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat berbagai aspek 

yang perlu diperhatikan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan 

menghindari potensi sengketa di masa depan. Analisis terhadap perjanjian ini 

mengungkapkan bahwa peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 30 

Tahun 2000 tentang Perjanjian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), memberikan pedoman yang jelas terkait dengan syarat sahnya 

perjanjian dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat 

beberapa potensi risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati, seperti 

ketergantungan yang berlebihan pada pihak swasta dan ketidakjelasan dalam 

pembagian risiko antara pemerintah dan perusahaan swasta. 

Dampak hukum dari perjanjian kerjasama ini sangat bergantung pada isi 

perjanjian itu sendiri, termasuk klausa-klausa yang mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, mekanisme pembayaran, pengawasan, dan penyelesaian 

sengketa. Jika tidak dirumuskan dengan baik, perjanjian tersebut bisa 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan salah satu pihak, baik 

pemerintah maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat 

diberikan adalah peninjauan lebih lanjut terhadap pembagian risiko dan 

penguatan klausul pengawasan serta penyelesaian sengketa untuk mengurangi 

potensi masalah hukum di kemudian hari. 
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